
 

  

 

 

WALI KOTA PANGKAL PINANG 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG 

NOMOR 7 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  

TAHUN 2025-2045 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

 WALI KOTA PANGKAL PINANG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, 

dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka 

Panjang antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Pusat, 

perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka 

panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun 

yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah 

sebagai pedoman dalam pelaksanaannya; 

  b. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah 

mempunyai peran dan fungsi penting dalam memberikan 

ruang yang optimal bagi pembangunan daerah sesuai 

dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah, 

guna mewujudkan visi daerah yang berdaya saing, 

berkelanjutan, maju dan sejahtera; 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan  Pasal 13 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Tahun 2025-2045; 



 

Mengingat : 1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik 

Indonesia Tahun1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  4. 

 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 

 

 

 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal 

Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949); 

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6987); 

 



  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

  10. 

 

 

 

 

11. 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

180);  

  12. 

 

 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

  13. 

 

 

 

Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkal Pinang 

2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang   Tahun 

2012 Nomor 01); 

    

 



 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG 
 

dan 
 

WALI KOTA PANGKAL PINANG 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang. 

2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal 

Pinang. 

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal 

Pinang. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-

2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional Tahun 2025-2045 

adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Nasional 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 

sampai dengan Tahun 2045 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berpedoman pada 

RPJP Nasional. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang 

selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen 

Perencanaan  Pembangunan  Nasional  untuk  periode  5   (lima)  



tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 

pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman 

pada RPJP Nasional. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 

kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan 

RPJM Nasional. 

10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat 

RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang 

merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan 

pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota kedalam struktur dan pola 

pemanfaatan ruang wilayah. 

11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 

daerah. 

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk menwujudkan visi. 

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ 

Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap 

sebagai penjabaran strategi 

14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ 

Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil 

(outcome) program Perangkat Daerah. 

15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah 

suatu proses pemantauan dan supervisi dalam 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan 

serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk 

memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, 

dan efektif. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah 



 

kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah 

jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang 

disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RTRW. 

(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, 

Misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. 

 

BAB III 

   SISTEMATIKA RPJP DAERAH 

Pasal 3 

Sistematika RPJP Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 6 (enam) bab yaitu: 

a. pendahuluan; 

b. gambaran umum kondisi daerah; 

c. permasalahan dan isu strategis; 

d. visi dan misi daerah; 

e. arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan 

f. penutup. 

 
Pasal 4 

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 5 

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. 

 
 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan RPJP Daerah. 

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 
 



 BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  7 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 

Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkal Pinang    

Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang        

Tahun 2007 Nomor 08 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

Pasal  8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kota Pangkal Pinang. 

 
                                                                    Ditetapkan di Pangkal Pinang  

                                                                    pada tanggal 28 Oktober 2024 
 

Pj. WALI  KOTA PANGKAL PINANG, 

 

dto 
 

      BUDI UTAMA 

 

Diundangkan di Pangkal Pinang  

pada tanggal 28 Oktober 2024 
 

SEKRETARIS DAERAH  

KOTA PANGKAL PINANG, 
 

dto 

MIE GO 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024 NOMOR 51 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (7.50/2024) 

 

 

 

 

 

 

 


